
BUPATI TULUNGAGT'NG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATI'RAI{ DA.ERAII KABI'PATEI{ TULUI{GAGT'IIG

l{oMoR 13 TAHUI{ 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATI'RAN DAERAII
NOMOR 5 TAHUN 2O1O TENTANG PEITYERTAAN MODAL

IINI'ESTASII PEMERIITTNI DAERAII KABUPATEN TULUNGAGT'ITG PADA

PERUSATIAAIiI DATRAH ANEITA USAHA (PDAUI KABUPATEN TT'LUNGAGUIVG

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan fungsi
pemanfaatan barang milik daerah dan dalam rangka
pemberdayaan terhadap Perusahaan Daerah Aneka
Usaha (PDAU) Kabupaten T\rlungagung, perlu melakukan
perubahan jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan

Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten T\rlungagung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana

dimaksud huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Penyertaan Modal
(lnvestasi) Pemerintah Kabupaten T\rlungagung pada

Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten
T\rlungagung sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19. Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(lembaran Tambahan lembaran Negara Republik

Mengingat
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Indonesia Nomor 9) Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 27301;

Undang-Undang Nomor 1'7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia

Talrun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa00);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2AlI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahttn 2006

Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan 2014 (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 I ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolan Barang Milik
Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000
tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan
Pihak Ketiga;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang
dipisahkan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9
Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Trrlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Thlungagung Tahun 2009 Nomor O4 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 5

Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Kabupaten T\rlungagung pada Perusahaan
Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung
(Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2010
Nomor 06, Seri E) sebagairnana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2Ol3
(Iembaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2014
Nomor 2 Seri E);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor I
Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung

Tahun 2014 Nomor l2 Seri El:

Dengan Per:etuJuan Bersama
DEWA.IT PERWAITILAN RAKYA'T DAERAII

KABT'PATEI{ TT'LT'NGAGUITG

dan
BT'PATI TULUI| GAGI'ITG

MEMUTUSKAIT:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2O1O TENTANG

PEI.IYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH

ANEKA USAHA (PDAU) KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Paral I
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor Nomor 5 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Kabupaten T\rlungagung pada
Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung (Lembaran

Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2010 Nomor 06, Seri E) yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a. Nomor 3O Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2013 Nomor O4 Seri E);

b. Nomor 12 Tahun 2013 (l..embaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun
2014 Nomor 02 Seri E);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d, ayat (3), dan ayat (5) Pasal 5
dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paral 5

(1) Nilai penyertaan modal pada PDAU dalam bentuk selain uang yang
sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PDAU adalah sebagai berikut:
a. Tempat Wisata Popoh sebesar : Rp. 3.133.689.000,00
b. Pesanggrahan Argowilis sebesar : Rp. 2.695.959.000,00
c. Dihapus
d. Dihapus
e. Percetakan sebesar
f. Kendaraan sebesar

JUMLAH

: Rp. 160.026.000,00
: Rp. 6.600.000,O0
: RP. 5.996.274.00O,00

.9



(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.
/trt h:L^-,,^
tr,r, ,Jl,Ild,Pus.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 9

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daera-h pada PDAU bersumber dari

anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dicatat dalam Ia.poran Keuangan Pemerintah Daerah dan

Iaporan Keuangan Perusahaan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 17 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam l-embaran Daerah Kabupaten

T\rlungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Agttstus 2015

BUPATI ,l
Diundangkan di Tulungagung

14 Desember 2015
DAERAH

Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1006

lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 6 Seri E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNGNOREG

13 /20rs

pada

NOMOR 260-
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 13 TAHUN2O15

TEI{TAITG

PERT'BAHAIT KgfIGA PERATT'RAN DAERAII I|OUOR 5 TAIITIII 2O1O

TEnTAIG PEITTERTAAI{ MODAL (TITVESITASII PEMERTI{TAIT DAERAH

XABT'PATEI{ TT'LUI{GAGUI|G PADA PERUSAIIAAN DAERAII AITEI{A

usArIA {PDAUI NABUPATEI| TI'LTINGAGUfG

L UI|IUU
Bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalisasikan pengelolaan aset

milik daerah sehingga terwujud efisiensi dan efektMtas dalam

pemanfaatannya serta meningkatkan pemberdayaan terhadap

Perusahaan Daerah Aneka usaha Kabupaten Ttrlungagung, maka perlu

merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun

2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten

Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten

T\rlungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah'

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka I
Pasal 5

Ayat (1)

huruf a
CukuP jelas.

huruf b
CukuP jelas.

huruf c

CukuP jelas.

huruf d
Nilai penyertaan modal berupa Kantor PDAU Rp'

118.659.000,00 (seratus delapan belas juta enam ratus lima

puluh sembilan ribu rupiah) dihapus dikarenakan adanya

perubahan fungsi pemanfaatan barang milik daerah menjadi

Gedung Seni BudaYa.

humf e

CukuP jelas.



huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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